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Abstract
In buying and selling transactions, many business actors use standard clauses to speed up the process of buying and selling agreements, the contents of which have been previously determined by business actors without any negotiation with consumers. Usually the standard clauses that have been set by business actors relating to consumer obligations, without clearly explaining the rights that will be obtained by consumers and eliminating the responsibility of business actors. So that when consumers are dissatisfied with the goods they buy from business actors, consumers cannot return the goods they bought to business actors, because this has been stated in the standard clause of the sale and purchase agreement which states "Goods that have been purchased cannot be returned again". With this condition, consumers are no longer placed as subjects in the business, but become the target object of business actors to be able to achieve big profits by deceiving consumers through bad business methods. In this position of consumers, it is necessary to strive for a legal protection that is able to protect consumer rights from the arbitrariness of business actors.

In this study, we want to know about how the legal protection provided by the government through the Act. No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection relating to the use of standard clauses in sale and purchase agreements? How is dispute resolution done, if there is a dispute between consumers and business actors in the use of standard clauses?

This type of research is normative juridical, descriptive research specifications, the main data source is secondary data obtained by library research (library research) and the data is presented systematically for qualitative analysis.

From the results of this study, the government protects consumers by supervising business actors and fostering consumers and the final result of this research is that dispute resolution between consumers and business actors regarding buying and selling using standard clauses can be resolved using 2 (two) ways that can be chosen. , namely non-litigation or litigation methods
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ABSTRAK

Pada transaksi jual beli banyak pelaku usaha yang meggunakan klausula baku untuk mempercepat proses perjanjian jual beli, yang isi perjanjian itu telah terlebih dahulu ditentukan  oleh pelaku usaha tanpa ada negoisasi dengan  konsumen. Biasanya klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha yang berkenaan dengan kewajiban konsumen, tanpa menjelaskan hak yang akan diperoleh konsumen secara jelas dan bersifat menghilangkan tanggungjawab pelaku usaha. Sehingga ketika konsumen merasa tidak puas dengan barang yang dibelinya dari pelaku usaha, maka konsumen tidak dapat mengembalikan barang yang dibelinya kepada pelaku usaha, karena hal ini telah tercantum dalam klausula baku perjanjian jual beli yang menyatakan “Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi”. Dengan kondisi yang demikian ini, konsumen tidak lagi ditempatkan sebagai subyek dalam bisnis, tetapi menjadi obyek sasaran pelaku usaha untuk dapat meraih keuntungan yang besar dengan jalan memperdaya konsumen melalui cara bisnis yang buruk. Posisi konsumen yang demikian ini perlu diupayakan suatu perlindungan hukum yang mampu melindungi hak-hak konsumen dari kesewenangan pelaku usaha.
Dalam penelitian ini, ingin diketahui tentang  Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah melalui UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan penggunaan klausula baku dalam perjanjian jual beli? Bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan, jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha dalam penggunaan klausula baku?

Tipe penelitian ini yuridis normative, spesifikasi penelitian deskriptif, sumber data utama data sekunder yang diperoleh secara kepustakaan (library research) dan data disajikan secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif.
Dari hasil penelitian ini Pemerintah melakukan perlindungan konsumen dengan melakukan pengawasan kepada pelaku usaha dan pembinaan kepada konsumen dan hasil terakhir penelitian ini adalah penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha mengenai jual beli dengan menggunakan klausula baku dapat diselesaikan dengan menggunakan 2 (dua) cara yang dapat dipilih, yaitu cara non litigasi atau litigasi

Kata kunci: Analisis. Klausula baku. Jual beli. Perlindungan konsumen
A PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis, saat ini semakin pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada masyarakat selaku konsumen, yang dilakukan melalui iklan atau secara langsung, yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa berdasarkan kebutuhan. Kondisi yang demikian mempunyai manfaat bagi konsumen, karena kebutuhan konsumen sesuai yang diinginkan tersedia dan dapat terpenuhi, dan terbuka lebar bagi konsumen untuk menentukan pilihannya sesuai yang dibutuhkan dan kemampuannya.


Ketika keputusan konsumen telah dijatuhkan untuk memilih barang dan/atau jasa dan terjadilah transaksi perdagangan antara pelaku usaha dan konsumen, maka terjadilah hubungan jual beli dan di dalamnya terikat adanya perjanjian.
 Namun apabila konsumen tidak berhati-hati dalam memilih barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepadanya, maka hal ini menjadikan konsumen sebagai obyek eksploitasi para pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Tanpa disadari ,konsumen menerima begitu saja barang yang diberikan kepadanya tanpa mengetahui kualitas yang sebenarnya produk yang dibelinya. 


Pada transaksi jual beli banyak pelaku usaha yang meggunakan klausula baku untuk mempercepat proses perjanjian jual beli, yang isi perjanjian itu telah terlebih dahulu ditentukan  oleh pelaku usaha tanpa ada negoisasi dengan konsumen. Biasanya klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha yangb berkenaan dengan kewajiban konsumen, tanpa menjelaskan hak yang akan diperoleh konsumen secara jelas dan bersifat menghilangkan tanggungjawab pelaku usaha. Sehingga ketika konsumen merasa tidak puas dengan barang yang dibelinya dari pelaku usaha, maka konsumen tidak dapat mengembalikan barang yang dibelinya kepada pelaku usaha, karena hal ini telah tercantum dalam klausula baku perjanjian jual beli yang menyatakan “Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi”. Ada juga konsumen dapat mengembalikan barang dengan proses yang panjang dan rumit, yang membuat konsumen enggan untuk mengembalikannya.


Dengan kondisi yang demikian ini, konsumen tidak lagi ditempatkan sebagai subyek dalam bisnis, tetapi menjadi obyek sasaran pelaku usaha untuk dapat meraih keuntungan yang besar dengan jalan memperdaya konsumen melalui cara bisnis yang buruk. Posisi konsumen yang demikian ini perlu diupayakan suatu perlindungan hukum yang mampu melindungi hak-hak konsumen dari kesewenangan pelaku usaha.


Untuk itu Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diharapkan dengan diterbitkan undang-undang tersebut, konsumen tidak lagi diperlakukan sebagai obyek dalam bisnis, tetapi sebagai subyek yang memiliki kedudukan yang seimbang dengan pelaku usaha.
2. Kerangka Teori
3. Permasalahan
Setelah masalah dibatasi, selanjutnya dilakukan perumusan masalah yang akan diteliti untuk mencari jawaban terhadap permasalahan. Adapun masalah dirumuskan sebagai berikut:
a. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah melalui UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan penggunaan klausula baku dalam perjanjian jual beli?

b. Bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan, jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha dalam penggunaan klausula baku?
4. Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian
B METODE PENELITIAN
1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis untuk skripsi ini yaitu penelitian yuridis normative. Penelitian ini hanya akan mengkaji Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berkaitan dengan perlindungan oleh pemerintah terhadap konsumen yang melakukan jual beli yang menggunakan kalusula baku, dan cara penyelesaian jika terjadi perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha dalam jual beli yang menggunakan klausula baku.
2. Spefisikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif. artinya peneliti akan memaparkan atau menguraikan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci tentang perlindungan oleh pemerintah terhadap konsumen terhadap konsumen yang melakukan  jual beli dengan dengan menggunakan klausula baku  melalui UU. No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,  dan cara penyelesaian jika terjadi perselisihan.
3. Sumber Data
Berkaitan dengan sumber data yang digunakan, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang berasal dari hukum yaitu  perundang-undangan, khususnya UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yaitu ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.
4. Metode Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan atau library research. Peneliti akan mengumpulkan data-data yang diambil dari buku-buku, dokumen yang masih terkait dengan permasalahan yang diteliti.
5. Metode Penyajian Data
Suatu kumpulan data yang sudah diperoleh untuk disajikan, disusun dalam suatu bentuk pengaturan yang logis dan ringkas, menurut sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, yaitu dalam suatu bentuk pernyataan-pernyataan untuk mendapatkan jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah yang diteliti. 
6. Metode Analisis Data

Adapun data sekunder yang diperoleh akan langsung dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut bidangnya masing-masing dan selanjutnya disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu suatu analisa yang didasarkan pada ilmu pengetahuan hukum yang antara lain seperti azas hukum, teori-teori hukum, sistem hukum, doktrin, dalil dan konsep hukum.
C HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Dari Pemerintah Kepada Konsumen Dalam Jual Beli Dengan Menggunakan Klausula Baku Melalui UU. No. 8 Tahun 1999.
Penggunaan klausula baku dalam perjanjian jual beli, menurut  hukum perdata diakui sah, karena  tidak ada unsur pemaksanan kehendak di dalamnya, yakni jika konsumen menyetujui perjanjiann tersebut, maka dianggap ia sudah tahu mengenai segala sesuatu resiko yang ditanggungnya, namun jika ia menolak klausula baku, maka para pelaku usaha tidak akan memaksakan.

Konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak jarang juga menyetujui klausula baku yang telah terlebih dahulu ditetapkan oleh pelaku usaha. Melihat kondisi demikian, sering kali pelaku usaha membuat isi klausula baku itu cenderung lebih menguntungkan dirinya sendiri, sehingga timbulah ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen.

Berdasarkan kondisi yang tidak seimbang itu, pemerintah memberikan perlindungan kepada konsumen dari tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha terkait dengan penggunaan klausula baku dalam setiap perjanjian jual beli. Dalam hal ini pemerintah mengatur mengenai ketentuan apa saja yang boleh dimasukan kedalam kalusula baku dan hal yang dilarang untuk dicantumkan, dengan tujuan agar konsumen tidak dirugikan.

Pengaturan menganai klausula baku tersebut diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18, yang menyatakan sebagi berikut;

a. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk perdagangan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila;

- Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha

- Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen.

- Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang telah dibeli oleh konsumen.

- Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

 - Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang dan pemanfaatan jasa yang dibeli oelh konsumen.

- Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.

- Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

- Menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

b. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapkannya sulit dimengerti.

c. Setiap kalusula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

d. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka pemerintah telah memberikan perlindungan kepada konsumen berkaitan dengan jual beli dengan menggunakan klausula baku, dengan memberikan pengaturan terbatas pada penyusunan klausula baku, yakni dilarang adanya suatu bentuk peralihan tanggungjawab dari pelaku usaha kepada konsumen (Pasal 18 huruf b), Namun sebaiknya larangan ini diberikan batas waktu berlakunya yang jelas, agar pelaku usaha dalam memproduksi barang dapat dibebaskan dari tanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Dalam hal ini, Undang-undang perlindungan Konsumen dalam Pasal 27 huruf e, memberikan batasan yakni selama 4 (empat) tahun, Jika tidak ada pengaturan yang jelas, maka menutup kemungkinan bagi pelaku usaha untuk lepas dari tanggungjawab dengan mencantumkan dalam klausula baku secara lebih cepat dari ketentuan yang diatur oleh undang-undang.


Larangan mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen, hal ini juga perlu diberikan jangka waktu, karena dapat saja dengan alasan dari Pasal ini pelaku usaha menolak setiap barang yang dibeli konsumen tanpa memperhatikan segala sesuatu, misalnya barang yang baru dibeli satu hari karena ada kerusakan tertentu pelaku usaha menolak dikembalikannya barang tersebut.


Pasal 18 huruf bini merupakan pasangan dari Pasal 18 uruf c, dimana pelaku usaha berhak menolak barang yang dikembalikan oleh konsumen dan tidak mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh konsumen untuk barang yang sudah diterimanya. Hal ini tidak berlaku secara mutlak, konsumen dapat saja mengembalikan barang yang telah diterimanya yang tentunya dengan pengembalian uang pembayaran dari barang tersebut, jika pengembaliannya didasari pada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum.


Klausula baku yang diberikan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk melalkukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran adalah bersifat tidak adil. Hal ini dikarenakan terhadap barang yang diangsur tersebut, seolah-olah konsumen itu sendiri tidak mempunyai hak sebelum barang tersebut lunas dibayar. Disamping itu dapat juga dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan terhadap hak dan keadaan konsumen.


Secara jelas pada Pasal 18 huruf e,f,g, dan h, pemerintah memberikan perlindungan kepada konsumen terkait dengan pemakaian klausula baku, dimana dikatakan secara tersirat bahwa pelaku usaha tidak boleh meletakan kedudukan konsumen di bawah, sehingga harus taat pada semua peraturan yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha, sehingga pelaku usaha dapat saja menghilangkan tanggungjawabnya terhadap barang yang dijualnya kepada konsumen.


Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mengatur bahwa, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku ditempat yang tersembunyi, ditulis dengan huruf kecil yang tidak dapat terlihat dengan jelas, sehingga sulit untuk dipahami oleh masyarakat (konsumen). Terhadap klausula baku yang memuat Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) ini dinyatakan batal demi hukum.


Dengan demikian terlihat adanya peranan pemerintah untuk melindungi konsumen terhadap penggunaan klausula baku yang telah terlebih dahulu ditetapkan oleh pelaku usaha dalam jual beli, dengan memberikan batasan-batasan tertentu yang tidak menghilangkan hak dari konsumen, sehingga terdapat keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Terhadap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, baik yang berkaitan dengan klausula baku yang menjebak konsumen ataupun hal-hal lain yang merugikan hak dan kepentingan konsumen, maka konsumen dapat mengajukan gugatan dan menuntut pelaku usaha sesuai dengan hukum yang berlaku.


Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dapat dibagi menjadi 2 (dua) cara, yaitu;

a. Pembinaan


Peranan pemerintah dalam melindungi konsumen yang dilakukan melalui pembinaan diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) yang dinyatakan’
“Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”
Pembinaan ini diselenggarakan sebagai upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha, dan memastikan agar setiap pelaku usaha dan konsumen melakukan apa yang menjadi kewajibanny, sehingga terjadilah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila hal ini tercipta, maka akan mengurangi terjadinya sengketa konsumen. Tugas pembinaan dalam rangka memberikan perlindungan konsumen dilakukan oleh menteri atau menteri teknis terkait.


Beberapa tugas pemerintah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan konsumen, yaitu;

- Menciptakan iklim usaha dan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, yang terdapat dalam Pasal 4 UU.No.5 Tahun 2001, yaitu;

- Menyusun kebijakan dibidang perlindungan konsumen

- Memasyarakatkan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

- Meningkatkan peran Badan Perlindungan Konsumen Nasonal (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga.

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing.

- Meningkatkan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan dan ketrampilan.

- Meneliti terhadap barang dan/atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen

- Meningkatkan kualitas barang dan jasa.

- Meningkatkan kesadaran sikap jujur dan tanggungjawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan menjual barang dan/atau jasa.

- Meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa serta pencantuman lebel dan klausula baku.

b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 5, yaitu;

- Memasyarakatakan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

- Melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pengelola Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat (LPKSM) melalui pendidikan, pelatihan dan ketrampilan.

- Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang perlindungan konsumen yang dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya manusia.

b. Pengawasan.


Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengawasan, diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 30 ayat (1), yaitu;
“Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dikarenakan banyak ragam dan jenis barang dan/atau jasa yang beredar di pasaran.

a. Pengawasan oleh pemerintah.

Tugas pengawasan oleh pemerintah dilakukan oleh menteri atau menteri teknis terkait, Bentuk pengawasan oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen pada Pasal 8, yaitu pengawasan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label, klausula baku, promosi, periklanan, serta pelayanan purnajual barang dan/atau jasa. Pengawasan dilakukan dalam bentuk mengawasi proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa.

b. Pengawasan oleh masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat ini diatur dalam Pasal 9 PP. No.8 Tahun 2001, yaitu masyarakat dapat mengawasi barang dan/atau jasa yang beredar di pasaran yang dilakukan melalui cara penelitian, pengujian, atau survei. Aspek pengawasan melalui pengumpulan informasi tentang resiko penggunaan barang dan/atau jasa serta pengiklanan yang berlebihan. Hasil dari pengawasan ini dapat diberitahukan kepada masyarakat luas dan dapat disampaikan kepada menteri terkait.

c. Pengawasan oleh LPKSM.

Bentuk pengawsan yang dilakukan oleh LPKSM sama dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun tambahan lain adalah servei yang dilakukan LPKSM mengenai barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Survei dapat dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat, baik perorangan dan kelompok.

2. Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Menurut Undang-undang Perlindungan konsumen Pasal 54 ayat (1), yang menyatakan bahwa;”Setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Suatu sengketa terjadi apabila terdapat ketidakseimbangan posisi, yakni apabila yang satu merasa dirugikan sedangkan yang lainnya merasa tidak demikian. Oleh karena itu perlu diberikan batasan yang jelas tentang sengketa konsumen. Sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (publi atau privat) tentang produk konsumen, barang dan/atau jasa konsumen tertentu. Pihak konsumen yang bersengketa adalah konsumen pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri, keluarga, rumah tangganya dan untuk kepentinan tujuan komersial. Adapun produk yang disengkeakan adalah produk barang dan/atau jasa yang umum dipakainya, digunakan atau dimanfaatkan bagi memenuhi kepentingan diri, keluarga, dan/atau rumah tangga konsumen.

Ada 4 (empat) kelompok penggugat yang dapat dikatakan berwenang menggugat atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu;

1.   konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan

2.   Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.

3. Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat yang memnuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukm atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikan organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan anggaran dasarnya.

4.  Pemerintah dan/atau instansi terkait jika barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau yang dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.



Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 54 ayat (2) yang menyebutkan;”Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan”

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka bentuk penyelesaian sengketa konsumen ada 2 (dua), yaitu;

1. Melalui Pengadilan.

Penyelesaian melalui pengadilan artinya menggunakan ketentuan hukum yang berlaku yang terdapat pada tingkat peradilan umum. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini memiliki kelemahan dan keuntungantersendiri bagi konsumen dalam proses berperkara. Dimana pembebanan pembuktian dan biaya perkara diberikan kepada pihak yang menggugat, yaitu pihak konsumen yang merasa dirugikan karena perbuatan pelaku usaha.

Keadaan ini sangat melemahkan dan tidak memperdayakan kondisi konsumen, karena kurangnya pengetahuan konsumen mengenai kegiatan produksi, kebijaksanaan promosi, dan pemasaran barang dan/atau jasa. Disamping itu, konsumen kesulitan dalam hal membuktikan niat pelaku usaha baik sengaja ataupun tidak dalam menjalankan usahanya. Cukup sulit bagi konsumen untuk mendapatkan keadilan dalam sengketa yang merugikan hak dan kepentingannya, terutama bagi kepentingan konsumen yang kecil, baik nilai maupun jumlahnya. Kondisi yang demikian ini, dapat menyebabkan konsumen lebih memilih penyelesai sengketa dengan cara yang kedua, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

2 Di luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa anytar konsumen dan pelaku usaha dapat dilakukan secara damai, melalui lembaga atau instansi yang berwenang, yakni melalui Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian sengkata konsumen yang dilakukan secara damai memerlukan waktu dan tenaga yang cukup banyak serta kesabaran, karena dipengaruhi faktor-faktor internal para pihak, misalnya kepribadian, kehormatan. Untuk itulsh Undang-undang Perlindungan Konsumen menunjuk satu badan di luar lingkup peradilan, yaitu BPSK.
D KESIMPULAN
1. 
Upaya yang diberikan pemerintah terkait dengan perlindungan konsumen dalam jual beli dengan menggunakan klausula baku yang bersifat menghilangkan tanggungjawab pelaku usaha adalah dalam bentuk memberikan pengawasan terhadap pelaku usaha dan pembinaan terhadap konsumen, agar apabila terjadi sengketa konsumen dapat mengajukan gugatan ataupun tuntutan sesuai dengan hak dan kepentingan pihak yang dirugikan.
2. 
Penyelesai sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui cara non litigasi, yaitu melalui ataupun cara litigasi. Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha secara litigasi dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sedangkan penyelesaian sengketa dengan cara litigasi melalui peradilan umum.
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